
I 

: 

• . 
I 

' . . 

4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(t.crnbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamb.ahan 
l.embar an Negara Republik Indonesia Nomor 4286); · 

' ' 

3. UnoangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran 

. ' . 

~Jcgar·a -r-ar,Li n Republ ik Indonesia 1999 Norn or 75, Tarnbahan Lembaran 
f~E?§_;ara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

' . ' 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
. . . . . . 

Tingka! II Batar1g (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19~5 
Nornor )2, Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 2 75 7; . · 

• ' . 

Indonesia Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik 
Tahur1 1945; 

: 1 . Me11gingat 

c. bahwa ber dasarkan pcrt imbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dan nuruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran . 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 
2013; - 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan 
ag,1r· Peratur an Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daer ah Tahun Anggarar1 2013 tidak bertentangan dengan 
kepent.ingan umurn dan peraturan perundang-undangan yang lebih 
ti11g~~i; 

: <1 . b a h w a u n tu k m el a ks an aka n k et en tu a n Pa sa l 1 8 6 a ya t ( 4) Un dang - 
LJndang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagairnane telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
LJndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bersama Bupati Batang 
telah rnenycrnpurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapat an dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 
2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nornor 910/ 446/2012 ten tang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang 
Per1jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
7() 1 3: , 

Merl i r11 bang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 

NOMOR TAHUN 2012 

TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG 
TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG, 

LENOVO PC
Typewritten text
4



• 
• • 

• 

5. Undang-Undarig Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tanibahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Norn or 25 Tahun 2004 tentang Si stern Perencanaan 
Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noni or 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
T,1r11baha11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
No111or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Non1or 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4438); 

10. UndangUndang Noma,- 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
r~etribLisi Daerah (Lernbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
No111or 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
,,Jo111or 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 TahLJr1 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Non1or 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

12. Peratur an Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kot arnadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat 11 Pekalongan dan kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
l.crnbar an Negara Republik Indonesia Nomor 3381 ); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan l.ernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); · · · · 

14. FJc1-,1tura11 Perner intan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·· 2004 
No111or 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nc)mor 441 ()) sebagairnana telah beberapa kal i diubah terakhir dengan 
Peraluran Perner intah Nornor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
1',tas Per aturan Perner intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
No111or 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4712); 

• - 



' ! . : I 
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' • 

• 
I 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentan · 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran : D~era · 

' . 
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1 ); ·· · · ' 

Tahun 2012 'tt=ntang 
Belanja Daerah .Tahun 

• • 
' 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 
Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Anggaran 2013; 

27. 

. 
• 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentahg 
• 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dar: 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

. . . 
25. Per aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang 
Undangan; 

. . . ' ' 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Lembaran Negara Republik ··· Indonesia 

Negara/ Daer ah (Lembaran 
Norr1or 83, Tambahan 
Nomor 4738); 

' - . ' .. 
. ! I I . ' ' 

Peraturan Pe.n.:erintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uarig 
• 

24. 

• • 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan K~ua~g.an 
dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); -, • . · ;': · 

• 
• 

23. 
. . ' 

• 
• 

20. Per aturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

22. Per atur an Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

• 

19. Pera tu ran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Si stern lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ten tang Pinjaman Daer ah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575 ); 

' 



' 

• 
• 

. 
• 
' 

Rp 32.290.662.629,00 

Rp 641.663.630.000,00 

Rp 49.792.440.000,00 c. Dana Alokasi KhusLJS 

a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 

b. Da 11 a Alokasi U 111 um 

(3) Da11a Pe1-imbar1r;an sebagairnana dimaksucJ pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

Rp 4.274.999.990,00 

Rp 39.131.664.363,00 

·• c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daer ah Yang 

Dipisahkan 

cl. L,1i11-Lai11 Pendapat an Asli Daerah Yang Sah 

• 

Rp 24. 908.140.000,00 

Rp 14.927.567.250,00 

a. Pendapatan Pajak Daerah 

b. Hasi l Re tri busi Daer ah 

(2) Pcndapatan Asli Daerah sebagatrnana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari : 
• 

Rp 83.242.371.603,00 

Rp 723. 746. 732.629,00 

Rp 176.268.359.587,00 

a. Penda [)cl lc111 Asl i Dae r ah 

b. Dana Perirnbangan 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah. Yang Sah 

Pasal 2 
(1) Pendapat an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : 

Rp 983.257.463.819,00 

R p 1 . 04 2. 2 5 2. 911 . 64 9, 00 

Rp (58. 995.447 .830,00) 

Rp 58. 995.447.830,00 

Rp O 

1. Pendapatan 

2. Belanja 

Defisit 

3. Pernbiayaan Daer-a Ii 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Pasal 1 

A11ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENOAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI BATANG 

Dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 

Dengan Persetujuan Bersama 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 
No111or 1 Seri E Nomor 1 ). 

• 



• 
• 
' Rp 2. 500.000.000,00 Pinjarnan Daerah 

• 
' 

Rp 61.357.954.830,00 

Rp 2.500.000.000,00 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelurnnya 

b. Penerimaan Pinjarnan Daerah 

d. Penerirnaan Kernbali Pemberian 

' . dari : 

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

Rp 7.362.507.000,00 
• • • • • 

Rp 66. 357. 954.830,00 
.. . . . . ' . ' 

a. Pener irnaan Pembiayaan Daerah 

b. Pcngeluar an Pernbiayaan Daerah 

(1) Pe111l)i;:1ya2,11 Daor ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari : 

·,, . . . . . . \ ' ' . i ' .. 
I ,· • . ., .. 

Pasal 4 

,· '~· 

. . . . . . . . . . ' . • • 

• • 

Rp 153. 949. 935.452,00 

Rp 164.508.847.308,00 
• 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. [3elanja Modal 

Rp 64.002.109.374,00 
• 

a. Bela11ja Pegawai 

(3) Belanja l.angsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari : 

Rp 40. 501. 550.000,00 

Rp 2.000.000.000,00 
' 

e. Belanja Tidak Terduga 

Rp 41.223.285.000,00 

Rp 10.472. 500.000,00 

0,00 Rp 

Rp 565.236.448.515,00 

Rp 358.236.000,00 

a. Belanja Pegawai 

b. 13el;::inja Bunga 

c. Belanja Subsidi 

d. Belanja Hibah 

e. Belanja Ba11tua11 Sosial 

f. 13ela11ja [3ar1tLJan KeL1a11gc111 Kepada Provinsi I Kabupaten I 

Kota dan Perncrintahan Desa dan Portai Politik 

(2) Eelanja Tidak l.angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : 

Rp 659.792.019.515,00 

Rp 382.460.892.134,00 

a. Belanja Tidak l.angsung 

b. Belanja Langsung 

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari : 

Pasal 3 

Rp 16.684.380.000,00 

Rp 39.937.363.094,00 

Rp 119.646.616.493,00 

0 00 ' Rp a. Pendapatan Hibah 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

l.ainnya 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

Lainnya 

(4) l.ain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. huruf c 

terdiri atas : 

' 



, ' , 
' ' 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Batang T21l1u11 Ar1ggaran 2013, sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 

Bela11ja Tidak Terduga rnerupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau 
tidak dihar apkan bcrulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang 
tidak diperkirakan sebelurnnya, termasuk pengernbalian atas kelebihan penerirnaan daerah 
tahun-tahun sebelurnnya ya11g telah ditutup. .·· . , 

' . : : . . . 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Daftar Pinjarnan Daerah. 

. 

12. Lampiran XII 

13. l.arnpiran XIII 

' . . ' . ' ,· 

. . . Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain; 
' 

' 

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Oiselesaikan Dan 
[)i,111ggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 

. 

8. l.arnpiran VIII 

9. Lampi ran IX 

1 0. La m pi r a 11 X 

11. l.arnpir an XI 

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan; 

Daftar Piutang Daer ah; 

Daf tar Penyertaan Modal Daerah; 

D,1 f tar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan A set Te tap Dae rah; 

6. Lampiran VI 

7. l.arnpiran VII 

l<ekapitulasi Bela11ja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Perner intahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
"leci·or·,· I '1 ::::, C.1 CJ. , 

5. l.arnpir an V 

4. Lampir an IV 

1. l.arnpir an I 

2. t.arnpiran II 

Ringkasan A11ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan 
Perner intahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan 
Pernerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah , 
Pcndapat an, Belanja, dan Pembiayaan; 

R.ekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 

3. Larnpiran Ill 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggarar1 Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

Pasal 5 

d. Pernbayar an LJlang Kepada Pihak Ketiga 

c:. Pernber ian Pinjarnan Daer an 

Rp 700.000.000,00 

Rp 2.662.507.000,00 

Rp 2.500.000.000,00 

Rp 1.500.000.000,00 

a. Penyertaan t\\odal (lnvestasi) Pemerintah Daerah 

b. Pembayaran Pokok Utang 

(3) Pengeluaran Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari : 

' 



AGUS JAEL NI MURSIDI SH. M.Hum 
Pe bina Tingkat I 

NIP.19650803199210 1 001 

Kepala Bagian Hukum 

Setd Kabupaten Batang 
J 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2007 NOMOR 4 

IKW 

ttd 

ARIS DAERAK KABUPATEN 8ATANG 

Diundangkan di Batang 

Pada tanggal 10 Desember 2012 

VOVOK RIVO SUDIBYO 

ttd 

BUPATI BATANG, 

Ditetapkan di Batang 

pada tan,ggal 10 De-sember 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
• 

Pasal 8 

LENOVO PC
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,


